Menimbang

SALINAN

BUPATI PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PONOROGO
NOMOR 34 TAHUN 2017

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH (RAD)

PENGEMBANGAN KABUPATEN LAYAK ANAK (KLA)

DI KABUPATEN PONOROGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

bahwa setiap anak mempunyai hak hidup, tumbuh,
berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesual
dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta
mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;

bahwa Negara Indonesia telah mengesahkan konvensi
tentang Hak Anak dengan Keputusan Presiden Nomor 36
Tahun 1990 yang harus ditindaklanjuti oleh pemerintah
dalam upaya pelaksanaan pemenuhan hak anak secara
efektif;

bahwa urusan pemerintahan di bidang perlindungan anak
berupa kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin
terpenuhinya hak anak agar anak dapat hidup, tumbuh,
berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai
dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta
mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi,
merupakan urusan wajib  pemerintahan  daerah
kabupaten/kota;

bahwa untuk menjamin terpenuhinya hak anak,
diperlukan upaya yang bersungguh-sungguh dari
pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha melalui
pengembangan Kabupaten Layak Anak (KLA);

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut
pada huruf a, huruf b, huruf ¢ dan huruf d, maka perlu
mengatur Rencana Aksi Daerah (RAD) Pengembangan
Kabupaten Layak Anak (KLA) di Kabupaten Ponorogo
dengan menuangkannya dalam suatu Peraturan Bupati;



Mengingat

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam
lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah
Kotapraja Surabaya & Dati Il Surabaya dengan mengubah
Undang-Undang Nomor 12 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa
Timur & Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah  Kota Besar dalam
lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa
Barat, dan DI Yogyakarta (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2370);

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang
Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3143);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3886);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5605);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

9. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang
Pengesahan Convention on Right of The Child (Konvensi
tentang Hak Anak);

10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang
Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;

11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;

12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang
Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

14. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2011 tentang
Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH
(RAD) PENGEMBANGAN KABUPATEN LAYAK ANAK (KLA) DI
KABUPATEN PONOROGO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ponorogo.

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintahan Kabupaten Ponorogo.
3. Bupati adalah Bupati Ponorogo.
4

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun,
termasuk anak yang masih dalam kandungan.

5. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin,
dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah
dan negara.

6. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah Kabupaten
yang mempunyai sistem pembangunan yang berbasis hak anak melalui
pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan
dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam
kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.

s



Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif di Tingkat Nasional, Provinsi
dan Kabupaten/Kota yang mengkoordinasikan kebijakan, program dan
kegiatan untuk mewujudkan KLA.

Rencana Aksi Daerah Pengembangan Kabupaten Layak Anak yang
sclanjutnya disingkat RAD KLA adalah rencana yang menggambarkan visi,
misi, tujuan, ruang lingkup, kebijakan, program dan indikator kegiatan.

Pasal 2

RAD KLA dijabarkan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB II
TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 3

RAD KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan acuan untuk
mewujudkan KLA di Kabupaten.

Pasal 4

(1) RAD KLA memuat tentang :

a. konsep KLA;
b. hak anak; :
c. pendekatan pengembangan KLA.

(2) RAD KLA mengacu pada indikator KLA.

BAB III
PRINSIP PENGEMBANGAN KLA

Pasal 5

RAD KLA dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip yang meliputi :

a.

tata pemerintahan yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, pertisipasi,
keterbukaan informasi dan supremasi hukum,;

non-diskriminasi, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik maupun
psikis anak, atau faktor lainnya;

kepentingan terbaik bagi anak, yaitu menjadikan hal yang paling baik bagi
anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan, program dan
kegiatan;

hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak, yaitu
menjamin hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak
semaksimal mungkin; dan

penghargaan terhadap pandangan anak, yaitu mengakui dan memastikan
bahwa setiap anak yang memiliki kemampuan untuk menyampaikan
pendapatnya, diberikan kesempatan untuk mengekspresikan
pandangannya secara bebas terhadap segala sesuatu hal yang
mempengaruhi dirinya.



Pasal 6

RAD KLA diarahkan pada penemuan hak anak, meliputi :

a.
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hak sipil dan kebebasan,;

lingkungan keluarga dan pengasuhan alternative;

kesehatan dasar dan kesejahteraan;

pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan
perlindungan khusus.

Pasal 7

Strategi Pengembangan KLA di Kabupaten berupa pengintegrasian hak anak
dalam :

a.
o}

(1)

setiap proses penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan;

setiap tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi.

BAB IV
TAHAPAN PENGEMBANGAN

Pasal 8

Tahapan pengembangan KLA meliputi :
persiapan,;
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perencanaarn;
pelaksanaan;
pemantauan,;
evaluasi; dan
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pelaporan.

Dalam setiap téh'a'pan pengembangan KLA sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), wajib mempertimbangkan pandangan anak yang diperoleh melalui
konsultasi anak.

Pasal 9

Untuk mengefektifkan pengembangan KLA di Kabupaten, dibentuk Gugus
Tugas KLA yvang keanggotaannya meliputi unsur-unsur lembaga terkait,
perwakilan anak dan melibatkan dunia usaha dan masyarakat.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Gugus Tugas KLA
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V
PENDANAAN

Pasal 10

Pendanaan pelaksanaan pengembangan KLA di Kabupaten dibebankan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ponorogo.



Pasal 11

Masyarakat dan dunia usaha dapat berkontribusi dalam pendanaan
pelaksanaan pengembangan KLA.

BAB VI
PEMBINAAN

Pasal 12
(1) Pemerintah Kabupaten melakukan pembinaan kepada kecamatan,

kelurahan dan desa dalam pengembangan KLA.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi
koordinasi, fasilitasi, bimbingan, supervisi, konsultasi, pendidikan dan
pelatihan.

BAB VII
PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 13

Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d dilakukan
oleh Gugus Tugas KLA untuk mengetahui perkembangan dan hambatan
pelaksanaan pengembangan KLA secara berkala.

Pasal 14

(1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e dilakukan
secara  berkala untuk menganalisis dan menilai pelaksanaan
pengembangan KLA.,

(2) Evaluasi pengembangan KLA di Kabupaten dilakukan oleh Gugus Tugas
KLA Kabupaten Ponorogo.

(3) Evaluasi dapat dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri
Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang
Panduan Evaluasi KLA.

Pasal 15

Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf f dilakukan
oleh :

a. Ketua Gugus Tugas KLA Kabupaten menyampaikan kepada Bupati;

b. Bupati disampaikan kepada Gubernur Jawa Timur dengan tembusan
kepada Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan
Menteri Dalam Negeri.



BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo
pada tanggal 1 Pebruari 2017

BUPATI PONOROGO,
ttd

H. IPONG MUCHLISSONI
Diundangkan di Ponorogo

pada tanggal 120017
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PONOROGO,
ttd
AGUS PRAMONO
BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2017 NOMOR 34
Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

HERRY SUTRISNO

NIP. 19660606 198603 1 016



